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BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas oposisi dalam mengontrol pemerintahan di Indonesia, khususnya 

di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, 

mengalami tantangan yang signifikan. Temuan utama menunjukkan bahwa fungsi 

oposisi, baik di ranah parlementer melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

maupun di ranah ekstra parlementer, tidak berjalan dengan optimal. Hal ini 

disebabkan oleh terbentuknya koalisi besar yang mendukung pemerintahan, yang 

mengakibatkan oposisi kehilangan kekuatan dan pengaruhnya dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Lebih lanjut, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi keberadaan 

pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

yang bersifat multitafsir atau sering disebut sebagai "pasal karet" telah 

berkontribusi pada penangkapan sejumlah aktivis dan jurnalis. Tindakan ini 

mencerminkan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan 

berpendapat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah demokrasi. 

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kemunduran 

demokrasi di Indonesia, di mana oposisi yang seharusnya berfungsi sebagai 

pengontrol dan pengawas pemerintah justru terpinggirkan. Hemat penulis, inilah 

alasan yang paling mendasar mengapa Socrates menolak demokrasi. Sebab, dalam 

demokrasi siapa saja boleh mengakses kekuasaan dengan dukungan elektoral yang 

tak terbatas. Akibatnya, pemimpin yang tak berkompeten dan tidak berintegritas 

boleh berkuasa. Sebagai misal, Jokowi yang sebelumnya adalah tukang kayu telah 

menjadi Presiden dengan banyak rapor merah yang ditinggalkannya. 

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, kekuatan oposisi 

semakin dikerdilkan dengan narasi-narasi yang menyudutkan pihak oposisi. 

Oposisi dituduh menjadi kaki tangan dari kekuatan asing untuk mengganggu 

stabilitas nasional, media yang kritis diteror, dan peran militer yang diperluas. 

Dengan perluasan peran militer di ranah sipil, semangat dan prinsip demokrasi 
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menjadi luntur lantaran tata kelola sistem komando dipraktikkan dalam kehidupan 

bernegara. 

Makna dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran kolektif di kalangan 

masyarakat untuk lebih peka dan aktif dalam mengawal proses demokrasi. 

Masyarakat perlu menyadari bahwa keberadaan oposisi yang kuat dan efektif 

adalah salah satu syarat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah 

terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Untuk itu pendidikan 

politik yang diatur dalam kurikulum mesti selalu digiatkan. Sebab pendidikan yang 

masif akan membantu peserta didik mengembangkan cakrawala berpikirnya dan 

mengubah karakternya. Kedua hal ini sudah diatur sedemikian rupa dalam proses 

pendidikan, model kepemimpinan yang feodalistik dan paternalistik akan hilang 

dari bumi Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang 

matang. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Pemerintah 

Pemerintah diharapkan untuk lebih membuka ruang bagi oposisi dalam 

proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 

dialog dan komunikasi antara pemerintah dan partai oposisi, sehingga tercipta 

suasana yang kondusif untuk diskusi dan pertukaran ide. Selain itu, pemerintah 

perlu merevisi atau menghapus pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi 

mengekang kebebasan berpendapat, agar tidak ada lagi penangkapan yang tidak 

berdasar terhadap aktivis dan jurnalis.  

Pemerintah perlu mengubah cara pandang dan narasi yang menyudutkan 

oposisi. Artinya pemerintah tidak menganggap bahwa sikap kritis oposisi 

merupakan tindakan yang mengganggu stabilitas bangsa dan merupakan suruhan 

asing. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat 

kembali diperkuat. 

5.2.2 Saran untuk Masyarakat 

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara 

demokratis perlu lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat 

diharapkan untuk terlibat dalam berbagai forum diskusi, baik secara langsung 
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maupun melalui media sosial, untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap 

kebijakan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu mendukung dan 

melindungi para aktivis dan jurnalis yang berjuang untuk kebebasan berekspresi, 

agar mereka tidak merasa terancam dalam menjalankan tugasnya. 

Dengan adanya sarana komunikasi yang semakin mudah diakses, 

masyarakat mesti mengoptimalkan penggunaan alat komunikasi. Sehingga 

masyarakat mampu menerima dan memberi informasi lebih cepat dan tepat. 

Kecepatan dan ketepatan informasi di media sosial itulah yang nanti akan 

mendobrak rekonstruksi demokrasi yang lebih mapan.  

5.2.3 Saran untuk Partai Oposisi 

Partai oposisi perlu memperkuat konsolidasi internal dan membangun 

jaringan yang lebih solid dengan elemen-elemen masyarakat sipil. Mereka harus 

mampu menyusun strategi yang lebih efektif dalam menyampaikan kritik dan 

alternatif kebijakan kepada publik. Selain itu, partai oposisi juga perlu 

memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, 

sehingga suara mereka dapat didengar dan diperhatikan. 

5.2.4 Saran untuk Penelitian Lanjutan 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada analisis lebih 

mendalam mengenai dampak dari koalisi besar terhadap kebijakan publik dan 

partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian juga dapat 

mengeksplorasi perbandingan antara efektivitas oposisi di Indonesia dengan 

negara-negara lain yang memiliki sistem demokrasi serupa. Dengan demikian, 

diharapkan penelitian lanjutan dapat memberikan wawasan yang lebih 

komprehensif mengenai dinamika oposisi dan pengaruhnya terhadap kualitas 

demokrasi di Indonesia. 

Pada akhirnya, secara keseluruhan dari isi penulisan ini, penulis 

menyimpulkan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari 

semua elemen masyarakat, termasuk oposisi. Oleh karena itu, penting bagi kita 

semua untuk terus berupaya menjaga dan mengawal demokrasi di Indonesia agar 

tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat. 
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